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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nyaq,
Alhamdulillah telah tfersusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Palopo
selama kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2018-2023).

Dokumen renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan
Fungsi Dinas Perfanahan Kota Palopo, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah
Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023, terdiri dari 7
(tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas
Pertanahan Kota Palopo, permasalahan dan isu-isu strategis, fujuan dan sasaran, strategi
dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja
Dinas Pertanahan Kota Palopo yang fidak terpisankan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo ini
dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Palopo selama 5 (lima) tahun ke depan
dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih
meningkatan kinerja program/kegiatan dan peran Dinas Pertanahan Kota Palopo dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kota Palopo.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palopo, 2018

Kepala Dinas,

Q
Se—

Drs. Hasanuddin, M.Si
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 19630112 199203 1 013




PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERTANAHAN

JIl. A. Diemma, No 139. Telp. (0471) 3202648 Palopo

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

NOMOR : 20/PERTANAHAN/XII1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO TAHUN 2018 - 2023

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PERTANAHAN,

bahwa untuk kelancaran Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kota
Palopo Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun
Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023;

bahwa untuk maksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo .

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi Nomor 3851);

Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 4186);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



20.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalion dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor é Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerinfahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Begara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312) ;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012 — 2032

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005 — 2025;
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Walikota Palopo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor
36 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018
Keputusan Walikota Palopo Nomor 470/XI11/2018 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 — 2023
Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota
Palopo 2018 — 2023 Tahun Anggaran 2018 sebagimana tercantum pada lampiran
keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Palopo 2018 -
2023 Tahun Anggaran 2018 sebagaimana di maksud pada diktum KESATU
mempunyai fugas :

1. Mengumpulkan data dan informasi.

2. Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk
melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat
daerah.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Palopo

Segala Biaya yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kota Palopo melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanahan Kota Palopo

Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Desember 2018 dengan ketentuan bahwa
apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing — masing yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 6 Desember 2018

Kepala Dinas

(;P

Drs.Hasanuddin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630112 199203 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yih,

1. Walikota Palopo di Palopo.

2. Kepala Bappeda Kota Palopo di Palopo
3. Inspektur Kota Palopo di Palopo.

4. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo

5. Pertinggal



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo
Nomor : 20/PERTANAHAN/XII/2018, Tanggal: 6 Desember 2018

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO TAHUN 2018 - 2023
TAHUN ANGGARAN 2018

l. Ketua Tim : Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo
Il. Sekretaris Tim . Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Palopo
M. Kelompok Kerja . - Bidang Pelayanan Pertanahan

1.

2
3.
4

Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan
Kepala Seksi Administrasi Perfanahan
Kepala Seksi Pengadaan Tanah

Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan

- Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah

1.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Tanah

2. Kepala Seksi Perencanaan Tanah

3. Kepala Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
dan Fasilitas Umum

4. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Pertanahan

- Sekretariat

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi
dan Tindak Lanjut

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Dinas

P

p v

Drs.Hasanuddin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630112 199203 1 013
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Rencana Steategis (2EN' ST 2A) Dinas Fectanahan Yota FIalopo Tabun 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam  rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jongka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pertfanahan sebagai dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah untuk jangka waktu dua tahun. Renstra Dinas Perfanahan disusun

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Dinas Perfanahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Kota Palopo adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun

mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan

meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertanahan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta

peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi

Kota Palopo 2018-2023, yaitu “Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan

Berkelanjutan pada Tahun 2023.
Tata cara penyusunan Renstra Dinas Perfanahan Kota Palopo:

1. Persiapan Penyusunan Renstras Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023;

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-

2023;

3. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023;

4. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

5. Penetapan Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023.



Rencana Steategis (2EN' ST 2A) Dinas Fectanahan Yota FIalopo Tabun 2018-2023

1.2

Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Pertanahan 2018-2023 selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja (Rencana

Kerja) untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan

periode 1 (satu) tahun.

Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok
Agraria;

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintfahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Unfuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat
atas Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Unfuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ferakhir kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubchan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Palopo 2012 — 2032;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005 — 2025.
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;



Rencana Steategis (2EN' ST 2A) Dinas Fectanahan Yota FIalopo Tabun 2018-2023

20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo 2018-2023

adalah:

a.

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun
Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;

Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;

Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman
dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima)
tahun kedepan;

Untuk menjamin fercapainya penggunaan sumberdaya secara efekfif dan efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan;

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sub Bagian
dan Bidang yang ada pada Dinas Pertanahan Kota Palopo.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo 2018 -2023

adalah terjabarkannya visi, misi serta program kerja Kepala Daerah melalui

pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo 5 (lima) tahun ke

depan serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang

penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2018-2023.

Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo ini sebagai
berikut :
BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan Kota Palopo

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo
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BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VI
BAB VI

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan

Kota Palopo

PERMASALAHAN dan ISU —ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Identifikasi  Permasalahan berdasarkan Tugas dan  Fungsi Dinas
Pertanahan Kota Palopo

Telaahan Visi, Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi Sulawesi
Selatan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Penentfuan isu - isu strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo

TUJUAN DAN SASARAN

4.1

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perfanahan Kota Palopo

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1

Strategi dan Arah Kebijaokan Dinas Pertanahan Kota Palopo

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN
PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo, Dinas Pertanahan
mempunyai tugas sebagai berikut:
Tugas Pokok Dinas Pertanahan
a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanahan;
b. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

fugasnya;

Fungsi Dinas Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanahan Kotfa

Palopo mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan;

b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;

c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di
bidang pertanahan;

d. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas
Pertanahan;

e. Melaksanakan pengadaan tanah unfuk pembangunan kepentingan umum;
penserfipikatan tanah, fukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah
serta penatagunaan tanah;

f. Pelaksaan penetapan subyek dan obyek redistribusi fanah serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;

g. melaksanaan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanahan
Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo terdiri dari Kepala Dinas yang

membawahi 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) Bidang
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Dalam pelaksanaan tfugas dan  fungsinya, Kepala Dinas Pertanahan

membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Sekretariat di pimpin oleh seorang

Sekretaris dan masing — masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas SPertanahan.

1. Kepala Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi :

a.

memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan program kerja Dinas;

membagi tugas, memberi pefunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di
lingkupDinas;

mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fugas di
lingkup Dinas;

mensinkronisasikan antara program kerja Dinas dengan kebijokan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pembinaan
pelayanan pertanahan serta perencanan dan pengenddalian pertanahan;
melakukan koordinasi dan/atau konsultasi hubungan kerja sama dengan
Pemerintah Pusat,Provinsi, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo
dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;

mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
teknis kebijakan di lingkup Dinas;

memberikan masukan, usul, saran dan pertimbangan terkaitpenyusunan
kebijakan di Bidang Pertanahan Kepada Walikota;

melakukan pembinaan fterhadap pelaksanaan fugas jabatan fungsional di
dinas;

merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas;

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas kepada pimpinan untuk menjadi
bahan dalam pengambilan kebijakan;

menilai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

a.

memahami peraturan perundang-undangan sesuadi dengan pelaksanaan
tugasnya;

menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan lingkup
sekretariat;

mendistribusikan fugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

mengoordinasikan dan mengevaluasi sub bagian di lingkup sekretariat;
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melaksanakan pengawasan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
kepegawaian di lingkupdinas;

mengoordinasikan perencanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan
aset Dinas serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

menyebarluaskan peraturan perundang-undangan;

mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat menyurat di
seluruh unit kerja dilingkup Dinas;

mengelola urusan rumah tangga serta penyelenggaraan rapat kedinasan
dilingkupDinas;

menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas;

membuat laporan pencapaian kinerja (LAKIP) dilingkup Dinas;

membuat laporan hasil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan

kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan;

. menilai prestasi kerja bawahan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, unfuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai tugas :

a.

memahami  peraturan perundang-undangan sesuadi dengan pelaksanaan
tugasnya;

menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan
BidangPelayanan Pertanahan;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dengan perangkat Daerah lain,
instansi vertikal dan organisasi/lembaga terkait Pelayanan Pertanahan;
melaksanakan administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian
sengketa masalah pertanahan;

melaksanakan moniforing dan pelaporan dalam pelaksanaan administrasi
pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah
pertanahan;

melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tfugas lingkup
BidangPelayanan Pertanahan;

membuat laporan hasil kegiatan BidangPelayanan Pertanahan serta memberi
saran perfimbangan kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam
pengambilan kebijakan;

mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan; dan



Rencana Steategis (2EN' ST 2A) Dinas Fectanahan Yota FIalopo Tabun 2018-2023

2.2,

k. melaksanakan fugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah memiliki tugas dan fungsi:

a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan
fugasnya;

b. melaksanakan program kerja tahunan perencanaan dan pengendalian tanah;

c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
melakukan koordinasi dan fasilitasi bersama perangkat daerah, instansi vertikal,
organisasi/lembaga terkait Perencanaan dan Pengendalian Tanah;

e. meloksanakan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah  Kota,
pengendalian dan pemberdayaan pertanahan sertaPembinaan dan
pengawasanpertanahan;

f. melaksanakan monitoring dan pelaporan perencanaan dan pengaturan tanah
pemerintah, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan serta pembinaan
dan pengawasan perfanahan;

g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan fugas lingkup Bidang
Perencanaan dan Pengendalian Tanah;

h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya;

i. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Tanah serta memberi saran pertimbangan kepadaKepala Dinas untuk menjadi
bahan dalam pengambilan kebijakan; dan

i- menilai prestasi kerja bawahan; dan

k. melaksanakan fugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sumber Daya Dinas Pertanahan

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat
dilepaskan dari sebuah instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan
perkembangan suatu organisasi, SODM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah
organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang
bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, pada instansi dan berfungsi sebagai
asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Jumlah PNS pada Dinas Pertanahan Kota Palopo yang tfersedia saat ini
beriumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang dan Jumlah Non PNS berjumlah 25 (Dua Puluh

LiIma) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut:

10
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Tabel 1.

Jumlah dan Distribusi Pegawai

N Status Jenis kelamin | Jumlah
Nama Jabatan Eselon
e}
PNS | Non | LK PR
PNS

1 | Kepala Dinas .o 1 - LK - 1

2 | Sekretaris lll.a 1 - LK - I

3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian IV.a 1 - - PR 1
- Staf - 1 5 21K | 4PR 6
Kasubag Perencanaan, Keuangan,

4 IV.a 1 - - PR 1
Evaluasi dan Tindak Lanjut
- Staf - 6 8 1TLK | 13PR 14

5 | Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan l.b 1 - LK - 1

6 | Kepala Seksi Administrasi Pertanahan IV.a 1 - PR - 1
Staf - - 2 1 LK 1PR 2

7 | Kepala Seksi Pengadaan Tanah IV.a 1 - LK - 1
Staf - 1 2 2 LK 1PR 3
Kepala Seksi Penyelesaian  Masalah

8 IV.a 1 - LK - 1
Pertanahan
Staf - - 2 - 2 PR 2
Kepala Bidang Perencanaan dan

9 .o 1 - - PR 1
Pengendalian Tanah

10 | Kepala seksi perencanaan tanah IV.a 1 PR 1
Kepala Seksi pengaturan Tanah

11 IV.a 1 - LK 1
Pemerintah dan fasilitas umum
Staf - 1 2 |1LK [2PR 3

11
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1 Kepala seksi Pengendalian dan v :
.a -
pemberdayaan Pertanahan PR ]
Staf - 1 2 TLK | 2PR 3

Berdasarkan golongan ruang dan strata pendidikan dapat dilihat dari tabel sebagai
berikut:

Tabel 2.
PNS berdasarkan Pangkat, Golongan dan strata pendidikan
JENIS
Gol/Ruang Strata Pendidikan
KELAMIN
No | Eselon
Non Laki-laki |Perempuan
v i |m|i SLTA | D3 | S-1 [S-2
Gol
1 I 1 1 1 -
2 M 2 |1 3 2 1
3 v 8 8 3 5
4 Staf 11812 2 2 6 1 5 6
JUMLAH | 4 (17 | 2 2 2 17 | 2 11 12

Sarana Dan Prasarana Penunjang
Gedung

Saat ini Dinas Pertanahan Kota Palopo menempati salah satu ruangan di
lantai 1 gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo dengan

rincian ruangan sebagai berikut:

a. Ruang Kerja Kepala Dinas  : 1 ruang
b. Ruang Kerja Sekretaris : 1 ruang
c. Ruang Kerja Bidang :2ruang

Dari segi ruang kanfor, untuk melaksanakan fugas kondisi ini sudah cukup ideal
dengan tunfutan fugas-tugas dan kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas
Pertanahan.

Peralatan Penunjang

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Pertanahan Kota Palopo

sampai dengan saat ini tfelah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor

sesuadi dengan tabel sebagai berikut:

12
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Tabel 3.

Daftar Inventarisasi Barang Dinas Pertanahan Kota Palopo

z
O

JENIS BARANG

JUMLAH

Ket

Tanah Bangunan

(6,1

Station Wagon ( Mobil )

Toyota Kijang Innova

Sepeda Motor

—

Mesin Bubut (Besi)

Mesin Bubut (Fiber)

Mesin Potong

Alat Ukur

Mesin Ketik Manual

Rak Kayu

Filling Besi / Metal

Papan Pengumuman

Alat Kantor Lainnya

Mesin Pompa Air

Meja Rapat

Meja Telepon

Kursi Rapat

Kursi Putar

Meja Biro

Sofa

Kursi Kerja

4 Rusak berat

Gordyn

Lemari Es

ac

1 Rusak Berat

Exhause fan

Rusak Berat

Televisi

Wireless

Dispenser

Mesin Pemotong Keramik (besi )

Alat Rumah Tangga lainnya

P.C. Unit / Komputer PC

1 Rusak Berat

Laptop

1 Rusak Berat

Hard Disk

1 Rusak Berat

Printer

Printer A3

Meja Kerja Pegawai Non Struktural

Meja Kerja

Meja Kerja 1/2 Biro

Meja Kerja 1 Biro

Kursi Kerja Pejabat eselon |l

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

2 Rusak Berat

Lemari Arsip

Camera

Proyektor

Lope (Alat Lab. Pembesar kaca)

Palu Geologi

Alat Poleshing

Scoopper Strecher ( Alal K3)

Bangunan Gedung Kantor

Gedung Pengolahan Batuan

Bangunan Kamar Mandi

Gedung Pengolahan Batuan

Bangunan Gedung tempat kerja

_'_'_'_'_'_'_'_'_'(*’MM_'_'O‘\O_'O‘_'_'\‘M_'_'_'_'_'0*_'_'5_'0‘0\0_'_'_'_'_'(*’_'_"5_'_'

Gedung Pengolahan Batuan

lainnya permanen

Jalan Kabupaten

GOt ol NPT ANENENENDNEIN ST O Gl o QO 0o GO Gof W1 Cof W1 NITINTNIT TN NT N NENIE MO —t =t —t =t —b —d =t =1 = =1 G (ol ol N ool ol —
N —1 O N0; 00 Ny ON O By WOy Ny —1 O N0O; 005 Ny OV O By WOy N —1 O N0; 00 NjON O Ay WOy N —1 O N0 00 N OV U Ay WO Ny — O

Jembatan Beton Kab/Kota

Plat Duiker
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23. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Dinas Pertanahan Kota Palopo merupakan salah satu SKPD di Kota Palopo di

bidang pertanahan yang mempunyai fugas pengadaan tanah untuk pemerintah dan

fasilitas umum. Dinas Pertanahan memiliki kinerja sebagai berikut :

a. Meningkatkan luas lahan yang bersertifikat;

b. Meningkatnya penyelesaian kasus tanah pemerintah;

c. Meningkatnya layanan izin lokasi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo pencapaian

kinerja pembangunan selama periode 2013 - 2018 dapat ditunjukan pada tabel

berikut :

Tabel 4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Anggaran dan Redlisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Indlkator Kinerja sesuai fuges dan | Target | Target Targeipdkotor\omnyomrget Reclisasi capaion fahun ke Rasio capaion pada fahun ke
No. funasi peranakat daerch Nk | K Renstra Dincs Pertanahon Tohun
G perong 2014 2015 [ 2016|2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1| Persentose Luas lahan bersertikat 092 [ 1T | 131 152 2 | 092 1611311821 2
Persentase Penyelesaian kasus o talalalololololw
fanoh negara
3 |Persentase Penyelesaian izin lokasi 100 { 100 | 100 100 | 100 { O | 100 {100{ 0 [ 100
Tabel 5.

i , R e T gguon 1 R o ek on rguon b it

1 1 il il 0 il il I W5 | g m 08| Arggoon | oo

DY ) f Fg ) 0 I T B | u 1§ It T

oty 0| 19 | 1A LR N I
et 0| 19 i L N I
ot lorgng ssnn| - R 14000 193837 LT I
el A e i L O '
ooy o aym| s DAY g L R
oot BTD| - BIREI 7680  ds T L IR T
i SRR BIEI{ BT R I
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan

Kota Palopo

Tantangan

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan:

a.

0o a0 0

@

Pengadaan tanah menggunakan tanah milik masyarakat untuk kepentingan
pembangunan;

Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;

Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Palopo;

Masih belum terselesaikan masalah pertanahan di Kota Palopo;

Pencatatan data tanah aset belum optimal;

Permohonan pengadaan tfanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi

pembangunan.

Peluang

Beberapa faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan:

T o

o o

Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Palopo;

Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kota Palopo;
Adanya tfanah aset Pemerintah Kota Palopo yang belum disertifikatkan;
Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah;
Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kota Palopo;

Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah;

Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan

15
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3.1.

3.2.

BAB Il
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas
Pertanahan Kota Palopo

Dari uraian perkembangan dan permasalahan tersebut, maka permasalahan
yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kota Palopo untuk lima tahun mendatang
adalah:
1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan;
Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kota Palopo;
Banyaknya permasalahan pertanahan di Kota Palopo;
Pencatatan data tanah asset Pemerintah Kota Palopo kurang optimal;

Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;

o 0 M D

Rencana pengadaan tfanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi

pembangunan.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Pada RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 - 2023, Visi dan Misi Kota Palopo adalah *
Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023”

Penjabaran visi tersebut adalah:

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak ke arah yang lebih
positif, di tandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih
lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan

kesejahteraan warga.

Inovdtif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu memberikan solusi
terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public
yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor

utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan
dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya fampung lingkungan hidup,

inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal.

16
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3.3.

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki
visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak
positif  dalam  perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan
pemerintahan yang efekiif dan pengembangan ekonomi kreatfif, dengan tetap

memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan diupayakan lima misi. Rumusan misi dan

penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan
ssoial untuk kelompok rentan;

2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan insfrastruktur
perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;

3. Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola
pemerintahan serta mendorong parfisipasi publik dalam pembangunan;

4, Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan
keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;

5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi

kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan yang
misi yang ferkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo
dalam mendukung keberhasilan visi adalah misi Ketiga Memodemisasi layanan publik,
meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong
parfisipasi  publik dalam pembangunan, dengan tujuan tferwujudnya birokrasi
profesional, kompetitif dan melayani. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya
kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Mengacu pada RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, Dinas Pertanahan Kota
Palopo melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan program :

1. Program Pelayanan Pertanahan

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Tanah

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam mewujudkan visi, misi dan fujuan Kementerian Dalam Negeri dalam
rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan  suatu  rencana
pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders) baik ditingkat pusat maupun daerah.
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Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi
yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang
pemerintfahan  dalam  negeri.  Visi  Kementerion  Dalam Negeri ditetapkan
berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok
dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijokan Pemerintah
Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika
lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan funtutan
perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas
Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertfimbangan fersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri
yaitu:  “Kementerian Dalam  Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya
Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan
Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang felah dirumuskan fersebut, maka ditetapkan
Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat
pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan
stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efekfivitas penyelenggaraan tugas-fugas pemerintahan umum
melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenframan, dan
ketertibpan umum, serta meningkatkan pendayagunaan  administrasi
kependudukan.

3. Mewujudkan efekftivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan
berpihak kepada rakyat.

4, Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar
wilayah dan  daerah melalui pembangunan dari  pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersin, dan efektif dengan
didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam

rangka pemantapan pelayanan publik.

18



Rencana Steategis (2EN' ST 2A) Dinas Fectanahan Yota FIalopo Tabun 2018-2023

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 vyaitu: terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh fumpah darah
Indonesia; terciptanya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan
dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terlestarikannya lingkungan hidup Indonesia sesuai fungsinya merupakan salah
satu prasyarat dan sekaligus sebagian dari tujuan yang kita citacitakan seperti terfuang
dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Dengan demikian,
visi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi
aspirasi dan kebufuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi
pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, fungsi
lingkungan hidup perlu dilestarikan pemanfaatannya searif mungkin - dengan

memperhatikan kebutuhan antar generasi.

Kesejahteraan rakyat, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungannya dan
mengurangi kesempatan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.Sedangkan
keterkaitan anfara RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS dapat
digambarkan dengan penjelasan bahwa pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup
Stratejik (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) sebagai instrumen
pendukung unfuk ferwujudnya pembangunan berkelanjutan makin  penting
mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat

kausalitas lintas wilayah dan antar sektor.

Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas Lingkungan Hidup berawal
dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan
degradasi kualitas Lingkungan Hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan
pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi
KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan
(decision-making cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW).

KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan
dilaksanakan sebagai bagian yang fidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan
penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau sebagai bagian dari strategi spesifik
pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan perfimbangan pertimbangan

kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b)
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menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan

perlindungan cadangan sumberdaya alam.

RTRW yang dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumber daya alom dan

lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang

dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah

selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta fingkat kemauan politis atas manfaat KLHS

terhadap RTRW.

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan,

dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan

dipertimbangkan secara interen dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena fidak ada

mekanisme baku dalam siklus dan  benfuk pengambilan  keputusan dalam

perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing

hirarki rencana tata ruang wilayah [RTRW]. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa

memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai

instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari

penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan

efekfivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan

atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang

lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang

strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat

pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut “bio-

region” dan/atau “bio-geo-region”).

RTRW( Rencana Tafta Ruang Wilayah) biasanya hanya mengalokasikan

kawasan-kawasan, seperti Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan

Industri, Kawasan Kehutanan, dan sebagainya.

Tujuan dari KLHS dalam Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

o Mengindentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah

terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses

pengambilan keputusan

o Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi Rencana Tata

Ruang Wilayah
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3.5.

Memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW (Rencana Tata Ruang
dan Wilayah)

Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar
dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan

ekonomi

Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan

eksternal, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan

Kota Palopo dalam melaksanakan fugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanahan, maka isu-isu

strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan

yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2018-2023). Berdasarkan hasil kajian

kondisi dan situasi pengelolaan pertanahan tahun 2018-2023 maka isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan di Kota Palopo dapat dijabarkan

sebagai berikut :

a.
o.

C.

Proses ganti rugi fanah berlangsung lama dan berbelit,

Tingginya kompleksitas sengketa pertanahan milik negara di Kota Palopo;
Banyaknya SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan
pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
yang didukung dokumen feasibiliti studi unfuk penerbitan Surat Persetujuan
Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;

Kurangnya pemahaman aparatur Pemeritah Daerah dan Kelurahan serta
masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan
tanah;

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan

tanah untuk pembangunan.

21



Rencana Steategis (2EN' ST 2A) Dinas Fectanahan Yota FIalopo Tabun 2018-2023

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat
mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas
Pertanahan Kota Palopo akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam
kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mendukung Misi, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah

Dinas Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tujuan :
“Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional”
Sasaran :

“Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan”

Tabel 6.

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo

. — Target Kinerja Tujuan/Sasaran
Tujuan Sasaron Indikator Tujuan/Sasaran TAETAET AR ART
PersenTaseL.U.asLohon sl s | o
: Berserfkot
Terciptonya pelayanan
perfanahanyong | Meningkatnya kualitas peloyanan | Persentase penyelesoian ksus
. 202221
berkualitas don perfanahan fonah negara
profesional, Serentcse genelesdan an
e E)equiee”'o | | ||
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijkan Dinas Pertanahan Kota Palopo
Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (grand design), sebagai suatu cara
atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk
mencapai Vvisi, misi, tfujuan dan sasaran suatu organisasi. Strategi jangka menengah
Dinas Pertanahan Kota Palopo adalah sebagai:
1. Meningkatkan luas lahan bersertifikat;
Meningkatkan penyelesaian kasus tanah Negara;

3. Meningkatkan layanan izin lokasi.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar
lebinh terarah mencapai fujuan sasaran dalam waktu 5 tahun. memiliki  fokus
berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja
yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan
penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Arah kebijakan
jangka menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pensertifikatan lahan;
2. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah Negara;
3. Merekomendasikan persetujuan izin lokasi.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Palopo 2018
- 2023 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pertanahan Kota
Palopo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : [Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023

Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong

Misi: partisipasi publik dalam pembangunan
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan luas lahan Memifasilitasi
1.1 . 1.1 .
Terciptanya bersertifikat pensertfikatan lahan
pelayanan . . Meningkatkan Memifasilitasi
1 | peranahanyong | 1 Meningkatnya kualitas |2 1| penyelesaion Kasus Tanah | 2.1 |penyelesaian kasus tanah
berkualitas dan pelayanan pertanahan Negara Negara;
profesional; 3 Meningkatkan Layanan Izin 3 Merekomendasikan
' Lokasi " | persetujuan izin Lokasi
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Program merupakan instrumen kebijaokan yang berisi satu atau beberapa
kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi  sebagai  upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima)
tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Palopo yang akan dan
harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Palopo selama 5 (lima) tahun
kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Y o N o 0~ DN

Penyediaan Jasa Administrasi umum
10.Pengadaan kendaraan dinas / operasional
11.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12.Pengadaan peralatan gedung kantor
13.Pengadaan mebeleur
14.Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
15.Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16.Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
17.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang — undangan
2. Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
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3. Program Pelayanan Pertanahan
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Sistem Pendaftaraan Tanah
2. Pengadaan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum
3. Penyelesaian konflik — konflik pertanahan
4. Program Perencanaan dan Pengendalian Tanah
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Penataan penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan Tanah
2. Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum

3. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Palopo tidak terlepas
dari indikator kinerja, kelompok sasaran dan alokasi pendanaan indikafif, lebih

lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kota Palopo
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d‘“g Torget kingria Progran dan Kerangka Pendanaan unit kerja
Indketor Kinerja Tujuan, Sasoran, | Capolan Kondis kinerja paca okfir skod
No|  Tujuam sasaran k:edke Program dan Kegjaton Program outcome) don Kegiafon| - pod0 1 il 1 mn n perioderJest?oSKFD penonggung| Lokasi
(dp tnad Target Ro Torgef Ro Torget Ro Torget Ro Torget Ro Torget Ro favop
perencana
| 2 3 4 5 b ) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 ]
Terciptanya |Terpenuhinya Dukungan Persentase keferpenuhan des | ol
pelayanan  |Penyelenggaraan Urusan dukungan penyelenggaraan 100% 100% 392905000 100% 261,400000 | 100% 3235730001 100% 3446650 100% 3545139831 100% 1,489,838,633
pertanahan urusan pertanahan | palopo
yang Persentase keterpenuhan
berkualitos S —— Adminishasi Perkanforan, dinas | kota
dan T Prasarana Aparatur, Disiplin 281,400,000 323,573,000 337,446,650 354513983 1,489,838,633 pearoion ckpo
profesional (Aparatur dan Kapasitas SOM
Aparatur
Program Pelayanan Adm Capaian pelayanan Adminishasi o o s dinas | kota
Perkantoran Perkantoran pertanahan | palopo
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aara

; Target kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan unit kerja
. T capaian — -
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. kondisi kinerja pada akhir skpd
No| Tujuan sasaran k;)eie Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan F%do 219 220 20 0z 03 periode restra SKPD penanggung|  Lokasi
(output) ann jowab
awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
nerancan
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Peningkatan Sarana dan|Capaian Peningkatan Sarana dan dinas kota
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur 1007% 100% 45,400,000 pertanahan | palopo
Pengadaan kendaraan dinas /  |Jumlah kendaraan dinas / . . . i .
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Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung . . .
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o geeung ong e Bunit | 3unit 15000000 1 unit 574000 2unit 15000000 2uni 15000000|  2uni 15000000 | 10 unit 65,740,000
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang dibeli 12bh 3bh 9,000,000 5bh 2,500,000  5bh 2,500,000  5bh 2,500,000 | 18buch 16,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil . . . . . . .
abatan Jumioh mobil jobatan kondis baik 2 unit 1 unit 18,500,000 [ 1 unit 10,000,000 [ 1 unit 10,000,000 [ 1 unit 10,000,000 ( 1 unit 10,000,000 [ S unit 58,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan Kantor yang X . . . . i .
oefengkapan gedung kantor  [femeihara 12 unit Sunit 1,000,000 2 unit 400,000 3unit 600,000  3unit 600,000  3unit 600,000 [ 14 unit 3,200,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan Kantor yang X . . . . X .
neralatan gedung kanfor emelhora 14 unit 7 unit 2,100,000  Sunit 1,000,000 5 unit 1,000,000 5 unit 1,000,000 5 unit 1,000,000 | 27 unit 6,100,000
Program Peningkatan kapasitas  |Capaian Peningkatan kapasitas 100% 100% 11,400,000 krfu
sumber daya Aparatur sumber daya Aparatur palopo
FB)';‘:;'Df;”;:s:;mef:g;‘;zon i“’r’:i‘:: oporaturyong mengkuff | ¢ oo | 20rang 11,400,000 7,700,000 8,085,000 8,489,250 8913713 44,587,963
Capaian Peningkatan Kinerja dan

Program Peningkatan Keuangan kota
Pengembangan Sistem Pelaporan palopo
Capaian Kinerja dan Kevangan

Program Pelaporan Kinerja dan
Kevangan

Tingkat Pemenuhan Dokumen
SAKIP dan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

Jumlah dokumen perencanaan

15 dokume

3 dokumen

1,200,000

25,700,000

3 dokumen

1,500,000

5 dokumen

5,000,000

5 dokumen

5,000,000

5 dokumen

5,000,000

21 dokumen

17,700,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran

Jumlah laporan yang dihasilkan

2laporan

1 laporan

500,000

1laporan

500,000

1 laporan

1,000,000

1 laporan

1,000,000

1 laporan

1,000,000

5laporan

4,000,000

Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun

Jumlah laporan yang akan disusun

2laporan

T laporan

500,000

1 laporan

500,000

1 laporan

1,000,000

1 laporan

1,000,000

Tlaporan

1,000,000

Slaporan

4,000,000
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Tujuan

sasaran

data Target kinerja Progran dan Kerangka Pendanaan unit kerja
kode . Indikator Kinerja Tujuan, Sosqron. capaian 2019 2020 2021 20 2003 kondigi kinerja pada akhir skpd )
e Program dan Kegiatan Program (outcome] dan Kegiatan | pada periode resfra SKPD penanggung| - Lokasi
(outout] fafhun awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp fawab
perencana
[) 7 18 20
Program Pembangunan sistem Capaian sistem pendaftaran Tanah 100% 100% 122,400,000 dinas
pendaftaran Tanah pertanahan | palopo
Penyusunan sistem pendaftaran Luas Lahan pemerintah bersefifikat 100%| 20000 m2 92,400,000
tanah
Sosialisasi sistem pendaftaran tanah - [Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Jkeg 30,000,000
Isistem pendaftaran tanah
Program Penataan Capaian Penataan 100%, 100%| 10,058,100,000 dinas kota
Penguasaan,pemillikan, Penggunaan [Penguasaan,pemillikan, pertanahan | palopo
dan pemanfaatan tanah Penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Penataan Penguasaan, pemilikan,  [Jumiah rekomendasi izin lokasi 100%| 3 buah 7,200,000
penggunaan dan pemanfaatan
Penyuluhan Hukum Pertanahan Jumlah Penyuluhan Hukum - 3keg 30,000,000
Pertanahan
Pengadaan Tanah Pemerintah dan  |Luas lahan yang dibutuhkan untuk 74Ha 5hal 10,000,000,000
Fasiitas Umum tanah pemerintah dan fasiitas
umiim
Pengaturan Tanah Pemerintah dan  |Luas pengamanan fanch 100% 147 ha 20,900,000
Fasilitas Umum pemerintah
Program Penyelesaian Konflik - Capaian Penyelesaian masalah 20% 100% 34,220,000 dinas kota
konflik Pertanah Pertanah pertanahan | palopo
Penyelesaian konflk - konflik Jumlah konflik pertanahan yang 20%) 4 kasus 34,220,000
pertanahan terselesakan
Program Pengembangan Sistem Capaian Pengembangan Sistem 100% 2,750,000 dinas kota
Inf i Perfanal Informasi Pertanahan pertanahan | palopo
Penyusunan Sistem Informasi Laporan Sistem Informasi 12 laporan 2,750,000
pertanahan yang handal pertanahan yang handal
Program Pelayanan Pertanahan Cakupan Pengadaan Tanah untuk 4Ha 10,186,000,000 |  7Ha 10,195,000,000 |  8Ha 10,205,000,000 9Ha 10,225,000,000 35Ha 50,937,620,000 dinas kota
Pemerintah Daerah (Ha) pertanahan | palopo
Penyusunan sistem pendaftaran Luas Lahan pemerintah bersefifikat 30000 m2 156,000,000 | 45000 m2 160,000,000 | 65000 m2 170,000,000 | 85000 m2 190,000,000 | 245.000 m2 768,400,000
tanch
Pengadaan Tanah Pemerintah dan  [Luas lahan yang dibutuhkan untuk éha| 10,000,000,000 7ha| 10,000,000,000 8ha|  10,000,000,000 9ha|  10,000,000,000 35ha|  50,000,000,000
Fasiitas Umum tanah pemerintah dan fasiitas
umum
Penyelesaian konflk - konflik Jumlah konflik pertanahan yang 4 kasus 30,000,000 [ 4 kasus 35,000,000 4kasus 35,000,000 4 kasus 35,000,000 20 kasus 169,220,000
pertanahan terselesakan
Program Perencanaan dan Cakupan Pengaturan Tanah 132 ha 80,100,000 | 132ha 85,000,000 | 8,8ha 87,000,000 | 88ha 91,000,000 | 58,70 ha 371,200,000 dinas kota
P dalian Pertanak P intah (Ha) pertanahan | palopo
Penataan Penguasaan, pemilkan,  |Jumlah rekomendasi izin lokasi 3buah 8,000,000 4buah 9,000,000 5buah 10,000,000 6 buah 11,000,000 21 buah 45,200,000
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Pengaturan Tanah Pemerintah dan  [Luas pengamanan tanch 132ha 40,000,000 | 132 ha 41,000,000 88ha 42,000,000 88ha 45,000,000 58,70 ha 188,900,000
Fasilitas Umum pemerintah
Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Sistem Informasi Pertanahan 1buch 32,100,000 | 1 buah 35,000,000 | 1 buah 35,000,000 | 1 buch 35,000,000 4buah 137,100,000
Pertanahan yang up fo date
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk
mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang
digunakan unfuk menenfukan deragjat keberhasilan suafu organisasi dalam mencapai
tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi
operasional yang berupa indikasi megenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok
fasilitas.

Guna lebih memantapkan arah pelaksanaan pelayanan di Dinas Pertanahan, maka
perlu ditetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dan mengacu pada tujuan dan sasaran
pelaksanaan pembangunan Kota Palopo yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023.

Adapun indikator kinerja Dinas Pertanahan Kota Palopo selama tahun 2018-20123
yang mengacu pada fujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 9.

Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kondisi

Kinerja Target capaian setiap tahun kineria
No | Indikator pada pada
awal akhir

periode 2019 2020 2021 2022 2023 periode

RPJMD RPJMD

Persentase Luas

Bersetifikat (%)

FCISCTTTUST

Penyelesaian
2 |kasus tanah 20 2 2 2 2 2 2

negara (%)

Persentase
3 Penyelesaian 100 100 100 100 100 100 100

|zin Lokasi (%)
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan
pedoman bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan Kota Palopo dalam
rangka melaksanakan fugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan
pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan
Kota Palopo.

Perencanaan Strategi Dinas Pertanahan Kota Palopo yang memuat visi, misi dan
fujuan sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program harus dilaksanakan
sehingga secara bertahap dapat mewujudkan good governance yang diharapkan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat,
dan komitmen dari selurun aparatur Dinas Pertanahan, karena akan menentukan
keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang felah disusun. Dengan
demikian, Renstra ini fidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh
stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018 -2023 ini
menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang bidang di lingkungan Dinas Pertanahan
Kota Palopo.Untuk itu semua bidang harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel

dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
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